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Marrrier Tk dan Prabedrmon Woalhi Penagramis Sedaeianet Sosianad ol

engesabian RUIT KITHAP
P2UE§ menjadi un-

dang-undang oleh DTPR
turul mem-paripurna-ban oan
caman rervhadap penegakan h-
lum  lingkungan hidup svang
melibatkan korporast, dan me-
piinjukkan peocgakan Bukam
terksit  kejahatan  lingkungan
hidp mengalami regrosd,

Hegresi dalam penepakan hu-
Toams Jisgkumgan hidup di KU-
HAP 2024 terjudi karena me-
kamisne sestorative fustive ki
bisa diterapkan pada korpe
sejak talmp penyelidikan don
penyidikan, Ditambah Lagi de-
ngan kewenangam penyidik Pal-
ri untuk mengontrol dan me-
ngendalikan penyidik pegaai
negert sipll (PENS) dalam pe-
negakan hukum,

Pengaturan subyek korporas:
dalam KUHAP 2025 tidak o
pal menjamin keadilan bag
linglamgan hidup, Karena per-
Langgungjawaban pulana kor
povasi dalam K IV
alun  menghadapd
rerutames karena tids n
pembudian vang chsplisil anla
ra tanggung jawab badan ho-
Toum (korpormsiy dan pert
Bungjawahan pengunes, Hal
termanifestasikan dori absen-
nys upaya pakss yuang dapat
dikenakan  kepada korporasi,
dan upsys  pakss diterapkan
melalai pe 1gEung jawah, Hal
ini mereduksi korporasi sebagat
subaek hukum dan mengham-
bat upaya pemulihan lnghkung-
an hidup

Masalah krusial lainnva ada-
Iah mengaknmexdasi mekanis-
m restordive justice wnluk in-
duk pidama korporast,. Celaka-
nya, ek dapat oi-
vunakan pada tahap penyeli-
dikan ketika belom dapat i-
tentukan ads atau lidek peris-
Hwa pidana. Dengan demikian,
mukanssme i rentan disalah-
rmakan {omhise af power), ren-
tan kurupsi {corruption proeeh,
terlebih - sdanva kewenangan
diskresi dalam penanganan
perkara di tingkat penyelidikan
dan penvidikan vang  songal
Hnggi,

Selain it kelemmabian lain da-
ri meksnisme ini ialah karena
ticdak mensyvaatlan penilaian

dari kejaksaan ataupuom peng-
adilan. Huang pengawasan dan
pemEijian dari otovitas lain se-
wara verlkad dan vodisial atau
checks amd Podoiees menjadi
abson,

Malam  tshap  penyvelidikan
dan pe _',1x1|k1u| lapriitusan pfos
foroiive Justice akan herakhir
pnda dl[Lrhllk‘ml st
penghentian peryidikan. 14 sini
perany Kejakssan hanya laiknya
tukang pos kuarens hanvs dibe-
rikan surat penghentian penyi-
dikan dan dituguskan mengan-
tarkan surat fersebit ke peng-
adilun.

Pengaditan sendiri berperan
sehagal lukang stempel karena
Tavwa herwenang mengeluar-
han penelapan. Kondis ind da-
pat menjadi celab Tk dan
meneiplakan [asilitas. impuni-
tas ardap korporasi pelakn
kLJ:lh:.u.m i bigkary Linghungan
i

Parulel dengan aluntablilas
dan transparansi bersehut, -
b dapat digunakannya meka-
nisme i juga sangat Iongoar
dun dapat bergantung pada sub
yektivitas penyidik. Dalam KU-
HAP 20025 rerdapal syacat de-

ngan  frass dedakan Eoeekil

Jafnens g dioigp peell
wleh penyidik Ketentvan ter-
sehat dapat menjadi colah yang
membuks pownst penyalaheu-
Taan wewenang dan fransak-
sional karens memungkinkan

adanya tindakan Tain i har
pelani

TH gigi lain, mekanizme pes-
forotive fusiice ind tidak dapat
menjamin pelaks

dan ikat, Kavena pri =.1]1 naman
peluksanaan keputusun moeka-
wistne restorfile jistios sangat
buergantung poda kesukarclan
atan kesediaan para pihalk, ka-
rena ilo mcks
mmemiliki  legitimasi
yaung Kual,

Selain itu. korporasi memiliki
Tedudukon sekaligus pengaruh
dan sumber daya finansial be-
s, serta dapat mendominasi
pengambilan keputusan dalam
sestowtive fusfice yang sesuai
dengan kepentingannys Terle-
bl mekanisie ini dapat di-

hkanm

gunakan  hewdasarkan permo-
honun yang digjuken  peloka
tindak pidana dalam hal ini
korpaoriasl.

Selanjurnya, dalam hal kor-
pairisi meladoukan tedak pida
na di bidang lingkungan hidup,
yang tidak dipe nghart oleh
mekanisme resforative justice,
ialah korlbannya adalal Ting-
kungan hidup itu sendici. Ling-
amsgan hidup memilik karak-
teristik kampleks, baik dari un-
sur intrinsil wanpun ckstrin-
sik, wvang jika mengalami ke-
rsakan menghamskan pemi-
lihan bersitat holistik, sislema-
tis, dan jangka panjang. (Heb
karena itu. tidsk memungkin-
kan_dilabuikan dengan maeka-
nisme pangks pendek seperts
FESFOFOITE fLsiToe.

Kompleksitas hulu-hilic per-
tanggungawaban Hindak pidana
korporasi dulam perkara ling-
lngan  hidup sudzh - distur
Jeemprehensif dan memadad da-
lam Peraturan Makkamah
Agung Noemor 1 Tahun 2023
tentang  Pedoman Mengadili
Perkir  Lingkungan lidup,
Aliheslih mengadopsi, KUHATD
2025 justen mereduksing,
ain mekanisme resdonive
Jestiee, KUHAR 20025 momper-
tahankan kontrol penyidik Pold
atas penyidik pegowaincger
sipil (PPNS) delam hal ini ter-
masik FENE linghurgan hidap
dan sumber dava alam yang
tevschar  di heberapa un-
dang-undang, sepertt UL len-
g Perlindungan dan Tenge-
lobaan Linpgkungan Hidup, OU
tentang  Kehutanan, T ten-
lang Fencegahan dan Pembe-
rantisin Perusakan  Kawasan
Hutam, entang Kom i
Sumber Daya Alam Hayali dan
!-,kn%lih\mnm LI tentamg Mi-
nerul tan Batubar, UL tenling
l‘m'k'ohun-m 1L tentang Par-
an, UL Lentang Minvak dan
{3as Fomi, dan T tentang Pe-
nalaan enng

Komtral penyidik Polri atas
PPMNS ini mwenjedi salah satu
permasalahan  dalam e
peraditan pidana,  khususnyva

penegakan pidana lingkungan

i, Kehutanan, konscrw
sumber duya hayvati dan ekosis-
tena,  pertambangan,  dan

porasi Pelaku Kejahatan Lingkungan

Inteesd Lenanper Sefivors (Vo) Indonesin

perkebunan, KITHAP 2025 me-
mespikan penyidik Polo men-
Jadi pengendali pevkara yang
sehurusnya muenjadi kewenang
an kejaks: berdasarkan asas
duominus |

Hontrol ini membual red-fo-
oo {rantai Bivokrash) penegakan
hukum menjadi panjang dan
berlarut-larat, serta memboat
PENS tidak mandiri dan tidak
dapat mengamldl inisiatil sen-
dird. Kontrol ini semuakin diku-
Jahkan aleh KUHAP 2025 de-
ngan mengalur apabila PPRNS
.'|Ir1n melakukan upaya palsa,
P -
harus dilakikan hey-
sama-sama dun atas o pe-
ik Pl

Selain itw, kontrol e dagat
memberikan kewenangan dis-
krest buge penyidik Polri me-
nentukan kasus dapat dilanjut-
kan ke penunlutan atow Lidak
yang hernjung '|1nr|r|. pentndaan
berlarul e deloy) vamg se
AT hrhk Im_p;.lmn, juga me-

u_udl.l\ Polri dufm peonanginin
kasus yang dilakukan PPNS cu-
hup pada togas pembantuan,
hukan mengendalikan.

Hegnesi penegakan hukum

linpkunpan  dalam KOHAP
20024 bertolak belakang dengan
vy leobial mencepah kajabat -
an pada alam dan memb
pelakunya ke pengadilan.
dizkriga 45 persen negama di do-
nia mengategorikan pelungggr-
an linglungan hidup aleh kor-
porasi sebaga kejahatan Yseri-
157 herdasarkan Kemvensi PER
Melowan Eejahatan Terorigani-
sisi Transnustonal (UNTOC),
stamis yang diakni universal,
Oleh karena io, Presiden
Prahemam Subiantn hams e
nangkap situas g sebuagl sua-
T kegentingan yang memakss
denpgan menerbitkan peratucan
pemerintah penggant un-
dung-undang (perppa) untuk U
dak memberlakukan KITHAT
2025, Jike tidak sistem pene
gakan hukum | LLZAT akan
mengolaimi regm mcnda
keadilan bagi | korban, meng-
Toanbat  penvelamatan  ling-
kungan hidup, dan menjadi fa-
silitas impimitns bagi Korporasi

permsak linglumpgan hidup,

Menurul Pulusan ME Mo
IRRTUTU-VIL 209, ala Hga
aral yung harus d:anuJ'u un
m.{dnum]'--ah agai kegenting-
an yang memades: wlanv ke
butuhan mendesak: perlu oi-
selesaikon dengan cepat
musslah hukum yang kr
kekosongan hukom atau Te
kum tidak memadai: UL wang
dibitulikan Belum ada ataw UL
v ada diznggap tidak mampa
mengatasi keadaam  terschut:
dan prosedur biasa tidak me-
madai;  proses  permbentulkan
undang-undany secars normal
akan memakan waktu tervlala
lama, padahal situasi darural
memerhkan kepastian hulaam
SCgen.

Auiarie irn menenma stk dongan
topik sktual mievan dan menyEngat

antikel maksmal 5 UUL karakter
demigan =pasi. Kirm k=
v kompas.ld/klrim-opinl

POIOK

Tragedi di Terra Drone,
22 orang tewas.

Jangan sampar terolang,

-

Flumya kard Robi Syiun-
turi yang kencang,
celananya tidak.
Celana kedodaran
ey merepolfn,

.
Ranjir bandang di Pa-
dang, Polri akui pembu

kaan lahan di hulu.
Kemarin-kemarin tak

ferenlus?
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